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BAB II 

TELAAH LITERATUR 

 

2.1 Pajak 

Pajak merupakan iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh 

yang wajib membayarnya menurut peraturan, dengan tidak mendapat prestasi 

kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk 

membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara 

Waluyo (2016). Adapun pengertian pajak lainnya menurut Dr. Soeparman 

Soemahamidjaja yang telah diterjemahkan dalam bukunya Waluyo (2016) 

menyatakan bahwa pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang 

dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya 

produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan 

umum. Berdasarkan dua pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah 

iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat 

dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung 

dirasakan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 

           Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang 

melekat pada pengertian pajak terdapat lima hal berikut: 

1. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang. 

2. Pajak memiliki sifat dapat dipaksakan. 
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3. Tidak adanya kontraprestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh 

pembayar pajak. 

4. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah 

daerah. 

5. Pajak diperuntukkan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah. 

           Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, 

terlihat adanya dua fungsi pajak yaitu (Waluyo, 2016): 

1. Fungsi Penerimaan (Budgeter) 

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan 

pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak 

dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri. 

2. Fungsi Mengatur (Reguler) 

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di 

bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: pengenaan pajak yang lebih 

tinggi terhadap barang mewah dan minuman keras. 

 Dalam perpajakan dikenal adanya hukum pajak yang dibagi menjadi dua, 

yaitu hukum pajak materiil dan hukum pajak formal. Hukum pajak materill 

merupakan norma-norma yang menjelaskan keadaan, perbuatan dan peristiwa 

hukum yang harus dikenakan pajak, siapa yang harus dikenakan pajak dan berapa 

besar pajaknya. Termasuk dalam hukum pajak materiil adalah peraturan yang 

memuat kenaikan, denda, sanksi atau hukuman dan cara-cara pembebasan dan 

pengembalian pajak, serta ketentuan yang memberi hak tagihan utama kepada 

fiskus. Sedangkan hukum pajak formal dimaksudkan untuk melindungi fiskus dan 
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wajib pajak serta memberi jaminan bahwa hukum materiilnya dapat 

diselenggarakan setepat mungkin (Waluyo, 2016). Dalam mencapai tujuan 

pemungutan pajak perlu memegang teguh asas-asas pemungutan dalam memilih 

alternatif pemungutannya, sehingga terdapat keserasian pemungutan pajak dengan 

tujuan dan asas yang masih diperlukan lagi yaitu pemahaman atas perlakuan pajak 

tertentu. Asas pemungutan pajak menurut Adam Smith yang telah diterjemahkan 

dalam bukunya (Waluyo, 2016) ialah: 

1.    Equality 

       Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata yaitu pajak dikenakan 

kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar 

pajak (ability to pay) dan sesuai dengan manfaat yang diterima. 

2.    Certainty 

 Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, 

wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak terutang, 

kapan harus dibayar serta batas waktu pembayaran. 

3.    Convenience 

 Kapan wajib pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-

saat yang tidak menyulitkan wajib pajak. 

4. Economy 

 Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban 

pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula 

beban yang ditanggung wajib pajak. 
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           Untuk meningkatkan penerimaan pajak setiap tahunnya, pemerintah 

Indonesia memerlukan sistem pemungutan pajak untuk menentukan pihak mana 

yang bertanggung jawab terhadap setiap besaran pajak terhutang wajib pajak. 

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi berikut ini (Waluyo, 2016): 

1. Sistem Official Assessment 

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang 

kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang. 

Contoh pajak yang menggunakan sistem ini adalah pajak bumi dan bangunan 

(PBB). 

Ciri-ciri official assessment system adalah sebagai berikut: 

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus. 

b. Wajib pajak bersifat pasif. 

c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. 

2. Sistem Self Assessment 

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, 

kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, 

memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang 

harus dibayar. Contoh pajak yang menggunakan sistem ini adalah PPh Pasal 

25. 

Ciri-ciri sistem self assessment adalah: 

a. Adanya kepastian hukum; 

b. Sederhana perhitungannya; 

c. Mudah pelaksanaannya; 
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d. Lebih adil dan merata; 

e. Penghitungan pajak dilakukan oleh wajib pajak. 

3. Sistem Withholding 

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang 

kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang 

terutang oleh wajib pajak (Waluyo, 2016). Contoh pajak yang menggunakan 

sistem ini adalah PPh Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan PPh Final Pasal 4 ayat 

(2). 

Dari beberapa jenis sistem pemungutan pajak tersebut, sistem pemungutan 

pajak yang digunakan di Indonesia adalah sistem self assessment. Self assessment  

dimana wajib pajak bertanggung jawab untuk menghitung, menyetor dan 

melaporkan sendiri pajak terutangnya. Tata cara ini berhasil dengan baik apabila 

masyarakat sendiri mempunyai pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi. Salah 

satunya adalah pajak penghasilan. 

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, 

Pasal (1) dijelaskan bahwa pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak 

atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Menurut 

Divianto (2013) masyarakat yang menjadi subjek pajak antara lain: 

1. Orang pribadi; warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan 

menggantikan yang berhak. 

2. Badan; terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 

lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik 

Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, 

Pengaruh Kesadaran Perpajakan..., Inggraini Rosari, FB UMN, 2018



21 

 

koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi 

massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk 

badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif. 

3. Bentuk Usaha Tetap (BUT) 

Untuk dapat menentukan pajak penghasilan terutangnya, wajib pajak orang 

pribadi harus mengetahui tarif pajak yang diterapkan seperti yang tertuang di 

dalam Pasal 17 ayat (1). 

 

2.2 Wajib Pajak dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

Wajib pajak menurut Mardiasmo (2013) dalam Murti (2014) adalah sekumpulan 

orang pribadi atau badan meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, 

pemungutan pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban 

perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

Pengertian wajib pajak lainnya ialah orang pribadi atau badan meliputi pembayar 

pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan).  

       Setiap wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib 

pajak badan, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang 

wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak 

untuk dicatat sebagai wajib pajak dan sekaligus diberikan Nomor Pokok Wajib 

Pajak (NPWP) atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dapat diperoleh secara 

online melalui website resmi Direktorat Jenderal Pajak. Pengertian Nomor Pokok 

Pengaruh Kesadaran Perpajakan..., Inggraini Rosari, FB UMN, 2018



22 

 

Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai 

sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri 

atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya 

(Waluyo, 2016). 

 Masing-masing wajib pajak hanya diberikan satu Nomor Pokok Wajib 

Pajak (NPWP). NPWP digunakan sebagai sarana dalam administrasi perpajakan 

yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam 

melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. NPWP juga dipergunakan untuk 

menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi 

perpajakan. Setiap dokumen perpajakan sebagai contoh: Surat Setoran Pajak 

(SSP), faktur pajak, Surat Pemberitahuan (SPT), harus mencantumkan Nomor 

Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dimiliki.  

Sayangnya, pemahaman mengenai NPWP belum sepenuhnya merata di 

seluruh elemen masyarakat. Tidak sedikit masyarakat yang belum mengetahui 

manfaat dan fungsi NPWP. Fungsi dan manfaat dari kepemilikan NPWP yaitu: 

1. Sebagai sarana dalam hal administrasi perpajakan 

2. Menjaga ketertiban dalam hal pembayaran dan pengawasan administrasi 

perpajakan 

3. Menjadi salah satu persyaratan untuk mendapatkan pelayanan umum, 

seperti kartu kredit bank, paspor, dan persyaratan pegawai untuk beberapa 

instansi 

       Wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok 

Wajib Pajak (NPWP) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan 
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perundang-undangan perpajakan. Oleh karena itu, semua wajib pajak yang telah 

memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan berdasarkan sistem self assessment, wajib 

mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk mendapatkan 

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Waluyo, 2016). Menurut Casavera (2009) 

dalam Septiandi (2016) persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai 

dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam undang-undang, sedangkan 

persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau 

memperoleh penghasilan atau yang diwajibkan untuk melakukan pemotongan/ 

pemungutan sesuai dengan ketentuan undang-undang. 

 

2.3 Kepatuhan Wajib Pajak 

Kepatuhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Huslin (2015) berarti 

tunduk atau patuh pada ajaran dan aturan.  Dalam pajak aturan yang berlaku 

adalah Undang-Undang Perpajakan. Menurut Devano dan Rahayu (2006) dalam 

(Murti, 2014) wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi 

serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 Berdasarkan uraian Syafri Nurmantu (2003) dalam Anggraini (2014) 

terdapat dua macam kepatuhan yakni kepatuhan formal dan kepatuhan material: 

a. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi 

kewajiban secara formal seperti mendaftarkan diri dan memiliki NPWP, 
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menghitung dan membayar pajak terutang serta melaporkan SPT sesuai 

ketentuan dalam undang-undang perpajakan. 

b. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak mengisi 

formulir SPT dengan jujur, lengkap dan benar sesuai ketentuan perpajakan.  

       Bila kepatuhan dihubungkan dengan pajak, maka kepatuhan pajak dapat 

digambarkan sebagai derajat tingkat dimana wajib pajak mematuhi ketentuan 

peraturan di negaranya. Kepatuhan wajib pajak menjadi hambatan selama 

pemungutan pajak, bisa berupa perlawanan pasif atau aktif.  

       Menurut Mardiasmo (2011) dalam Eddy (2015) perlawanan pasif adalah 

masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang disebabkan antara lain: 

1.    Perkembangan intelektual dan moral masyarakat. 

2.    Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat. 

3.    Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik. 

 Sedangkan bentuk perlawanan aktif dari wajib pajak sebagai bentuk 

ketidakpatuhan pajak meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung 

ditunjukkan kepada pemungut pajak (fiskus) dengan tujuan mengurangi beban 

pajak atau menghindari kewajiban membayar pajak. Bentuk perlawanan aktif 

wajib pajak tersebut antara lain: 

1.  Tax avoidance; usaha untuk meringankan beban pajak dengan tidak melanggar 

undang-undang. 

2.  Tax evasion; usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-

undang (menggelapkan pajak). 
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 Merujuk pada kriteria wajib pajak patuh menurut Keputusan Menteri 

Keuangan No.544/KMK.04/2000, bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak adalah: 

a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT Tahunan untuk semua jenis pajak 

dalam dua tahun terakhir. 

b. Dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 

tiga masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut. 

c. SPT Masa yang terlambat dimaksud telah disampaikan tidak lewat dari batas 

waktu penyampaian SPT Masa pajak berikutnya. 

d. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah 

memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dan 

tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan Surat Tagihan Pajak 

(STP) yang diterbitkan dua tahun sekali. 

e. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang 

perpajakan dalam waktu sepuluh tahun terakhir. 

f. Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik, harus dengan 

pendapat wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan 

pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi 

fiskal. 

       Kepatuhan wajib pajak (tax compliance) dapat diidentifikasi dari kepatuhan 

wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali 

Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran 

pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Apabila kepatuhan 
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wajib pajak dapat dipenuhi maka secara tidak langsung penerimaan pajak akan 

berjalan dengan lancar. 

       Menurut Suhendri (2015), kepatuhan wajib pajak dapat diukur dengan 

beberapa indikator, antara lain: 

1. Pendaftaran wajib pajak dilakukan dengan cara mengisi formulir 

perpajakan. Formulir perpajakan dapat berupa bentuk kertas atau dalam 

bentuk elektronik dengan benar, lengkap dan sesuai dengan petunjuk 

pengisian yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan. Adapun penjelasannya sebagai berikut: 

a) Benar dalam perhitungan, benar dalam penerapan ketentuan 

perundang-undangan perpajakan, dan dalam penulisan sesuai 

dengan keadaan yang sebenarnya. 

b) Lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan 

objek pajak dan unsur lainnya yang harus dilaporkan dalam surat 

pemberitahuan (SPT). 

c) Jelas adalah melaporkan sumber dari objek pajak dan unsur lain 

yang harus dilaporkan. 

2. Penghitungan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak harus benar pada 

setiap tahun pajak berakhir. 

 

2.4      Kesadaran Perpajakan 

Pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. 

Penundaan pembayaran pajak sangat merugikan negara, membayar pajak tidak 
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sesuai dengan yang seharusnya dibayar akan merugikan negara maka pembayaran 

pajak harus disertai dengan laporan pembayaran pajak dan disampaikan tepat 

waktu (Andinata, 2015). Menurut Suwardi (2015), kesadaran perpajakan dapat 

diukur dengan beberapa indikator, antara lain: 

1. Tingkat pengetahuan fungsi pajak untuk pembiayaan negara 

Wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari 

pemungutan pajak yang dilakukan sebagai bentuk partisipasi dalam 

menunjang pembangunan negara. 

2. Tingkat pemahaman bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan 

sesuai ketentuan yang berlaku 

Wajib pajak akan membayar pajak karena pembayaran pajak didasari 

dengan landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban setiap warga 

negara. 

3. Tingkat pemahaman penundaan pembayaran pajak dapat merugikan 

negara 

Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan 

pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada 

kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya 

pembangunan negara. 

       Kesadaran membayar pajak ini tidak hanya memunculkan sikap patuh, taat 

dan disiplin semata tetapi juga diikuti sikap kritis. Ketika masyarakat memiliki 

kesadaran maka membayar pajak akan dilakukan secara sukarela bukan 

keterpaksaan. Semakin maju masyarakat dan pemerintahannya maka akan 
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semakin tinggi kesadaran membayar pajaknya namun tidak hanya berhenti sampai 

disini karena subjek pajak dituntut untuk kritis dalam menyikapi masalah 

perpajakan misalnya, penerapan tarif, mekanisme pengenaan pajak, regulasi, 

benturan praktek di lapangan dan perluasan subjek dan objek pajak. 

       Menurut Tiraada (2013) kesadaran membayar pajak bagi subjek pajak juga 

membutuhkan peran penting dari Direktorat Jenderal Pajak antara lain: 

1. Melakukan sosialisasi; 

Sebagaimana dinyatakan Dirjen Pajak bahwa kesadaran membayar pajak 

datangnya dari diri sendiri, maka menanamkan pengertian dan pemahaman 

tentang pajak bisa diawali dari lingkungan keluarga sendiri yang terdekat, 

melebar pada tetangga, lalu dalam forum-forum tertentu dan ormas-ormas 

tertentu melalui sosialisasi. Dengan tingginya intensitas informasi yang 

diterima oleh masyarakt, maka dapat secara perlahan merubah mindset 

masyarakat pajak ke arah yang positif. 

2. Memberikan kemudahan dalam segala hal pemenuhan kewajiban perpajakan 

dan meningkatkan mutu pelayanan kepada wajib pajak; 

Jika pelayanan tidak beres atau kurang memuaskan maka akan menimbulkan 

keengganan wajib pajak melangkah ke kantor Pelayanan Pajak. Pelayanan 

yang berkualitas adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada 

wajib pajak dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat 

dipertanggung jwabakan serta harus dilakukan secara konsisten dan kontinyu.  

DJP harus terus menerus meningkatkan efisiensi administrasi dengan 

menerapkan sistem dan administrasi yang handal dan pemanfaatan teknologi 
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yang tepat guna. Pelayanan berbasis komputerisasi merupakan salah satu 

upaya dalam penggunaan teknologi informasi yang tepat untuk memudahkan 

pelayanan terhadap wajib pajak. 

3. Meningkatkan citra Good Governance; 

Meningkatkan citra Good Governance  yang dapat menimbulkan adanya rasa 

saling percaya antara pemerintah dan wajib pajak, sehingga kegiatan 

pembayaran pajak akan menjadi kebutuhan dan kerelaan, bukan suatu 

kewajiban. Dengan demikian tercipta pola hubungan antara negara dan 

masyarakat dalam memenuhi hak dan kewajiban yang dilandasi dengan rasa 

saling percaya. 

4. Memberikan pengetahuan melalui jalur pendidikan khususnya pendidikan 

perpajakan; 

Melalui pendidikan diharapkan dapat mendorong individu ke arah yang 

positif dan mampu menghasilkan pola pikir positif yang seharusnya akan 

dapat memberikan pengaruh positif sebagai pendorong untuk melaksanakan 

kewajiban membayar pajak. 

5. Low enforcement; 

Dengan penegakan hukum yang benar tanpa pandang bulu akan memberikan 

deterrent effect yang efektif sehingga meningkatkan kesadaran dan 

kepedulian sukarela wajib pajak. Walaupun DJP berwenang melakukan 

pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 

perpajakan, namun pemeriksaan harus dapat dipertanggung jawabkan dan 

bersih dari intervensi kepada masyarakat wajib pajak. 

Pengaruh Kesadaran Perpajakan..., Inggraini Rosari, FB UMN, 2018



30 

 

6. Membangun kepercayaan masyarakat terhadap pajak; 

Adanya beberapa oknum pajak yang tidak transparan dalam pengelolaan 

pajak di Indonesia membuat masyarakat beranggapan bahwa uang pajak tidak 

dikelola secara bijak dan menimbulkan keengganan membayar pajak. Oleh 

sebab itu, DJP berupaya membangun kepercayaan masyarakat bahwa pajak 

yang disetorkan oleh wajib pajak pada akhirnya akan digunakan untuk 

pembangunan negara. 

7. Merealisasikan program sensus perpajakan nasional; 

Merealisasikan program sensus perpajakan nasional yang dapat menjaring 

pajak yang belum tergali. Dengan program sensus ini diharapkan seluruh 

masyarakat mengetahui dan memahami masalah perpajakan sekaligus dapat 

membangkitkan kesadaran dan kepedulian, sukarela menjadi wajib pajak dan 

membayar pajak. 

       Hasil penelitian Fikriningrum (2012) menyatakan bahwa kesadaran 

membayar pajak memiliki hubungan signifikan dengan kepatuhan wajib pajak. 

Begitu juga menurut penelitian Suwardi (2015) yang menyatakan bahwa terdapat 

pengaruh yang signifikan antara kesadaran membayar pajak dengan kepatuhan 

wajib pajak. Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak sangat diperlukan 

untuk meningkatkan kemauan membayar pajak.  

       Berdasarkan kajian teori serta tujuan dari penelitian ini, maka rumusan 

hipotesisnya adalah sebagai berikut. 

Ha1: Kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak orang pribadi. 
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2.5      Sanksi Perpajakan 

Sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan akan ditaati. Pengetahuan tentang sanksi dalam perpajakan 

menjadi penting dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak. Wajib pajak 

diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak 

terutangnya sendiri. Agar pelaksanaan kewajiban perpajakan sesuai dengan 

peraturan dalam UU Perpajakan yang berlaku maka setiap wajib pajak 

memerlukan pengetahuan pajak baik dari segi peraturan maupun teknis 

administrasinya. Sanksi perpajakan dapat dijatuhkan apabila wajib pajak 

melakukan pelanggaran terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam Undang-

Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Pada hakikatnya, pengenaan sanksi 

perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam 

melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itulah sebabnya, penting bagi wajib 

pajak memahami sanksi perpajakan sehingga konsekuensi hukum dari apa yang 

dilakukan ataupun tidak dilakukan (Wirenungan, 2013). 

       Menurut Mardiasmo (2011) dalam Imam (2014) dalam Undang-Undang 

Perpajakan dikenal ada dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi 

pidana. Perbedaan sanksi administrasi dan sanksi pidana adalah: 

a.    Sanksi Administrasi 

Merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa 

bunga dan kenaikan. Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan 

ada tiga macam sanksi administrasi yaitu berupa denda, bunga dan kenaikan. 
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b.   Sanksi Pidana 

Merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus 

agar norma perpajakan dipatuhi. Menurut ketentuan dalam Undang-Undang 

Perpajakan terdapat tiga macam sanksi pidana yaitu berupa denda pidana, 

kurungan dan penjara. 

Indikator dari sanksi perpajakan menurut Suhendri (2015) adalah: 

1. Sanksi pidana 

Dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas 

Undang-Undang No 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara 

perpajakan mengenai sanksi pidana dalam bidang perpajakan diatur dalam 

Pasal 38, 39, 39A, 41, 41A, 41B dan 41C. Pada dasarnya tindak pidana di 

bidang perpajakan dibedakan menurut sifatnya yaitu karena kealpaan/ 

kelalaian dan karena kesengajaan. Terhadap kedua sifat tindak pidana 

tersebut akan dikenakan sanksi pidana kepada wajib pajak. 

2. Sanksi administrasi 

Sanksi administrasi merupakan sejumlah pembayaran kerugian berupa 

uang kepada negara. Ada tiga macam sanksi administrasi yang dapat 

dikenakan terhadap wajib pajak sesuai dengan undang-undang perpajakan 

yakni dalam bentuk denda, bunga dan kenaikan pajak. 

       Hasil penelitian Suhendri (2015) menemukan bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian 

Veronica (2015) juga menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan 

terhadap kepatuhan wajib pajak. Demikian pula dengan penelitian Nafsi (2014) 

Pengaruh Kesadaran Perpajakan..., Inggraini Rosari, FB UMN, 2018



33 

 

yang menyatakan sanksi perpajakan mempunyai pengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa jika semakin tinggi 

sanksi perpajakan maka akan semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak. 

 Berdasarkan kajian teori serta tujuan dari penelitian ini, maka rumusan 

hipotesisnya adalah sebagai berikut. 

Ha2: Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang 

pribadi. 

 

2.6      Pelayanan Fiskus 

Pelayanan adalah cara melayani (membantu mengurus atau menyiapkan segala 

kebutuhan yang diperlukan seseorang). Sementara itu, fiskus merupakan petugas 

pajak. Jadi, pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam 

membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan 

seseorang dalam hal ini adalah wajib pajak (Jatmiko, 2006 dalam Arum, 2012). 

       Menurut Supadmi (2009) dalam Santika (2015) pelayanan pajak harus 

ditingkatkan agar mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi 

kewajiban perpajakannya. Para petugas di intansi pajak, hendaknya dilatih untuk 

memahami bahwa wajib pajak bukanlah lawan melainkan anggota masyarakat 

yang perlu ditolong dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya. Perasaan 

puas atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dapat memicu motivasi dan 

kepatuhan bagi wajib pajak yang akhirnya dapat meningkatkan penerimaan 

negara. 
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       Terdapat lima indikator pelayanan fiskus yang terdiri dari (Astuty, 2011 

dalam Imam, 2014): 

1.    Kehandalan (Reliability) 

Kemampuan untuk memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan tepat dan 

kemampuan dapat dipercaya, terutama dalam memberikan pelayanan secara 

tepat waktu dengan cara yang sama sesuai jadwal yang telah dijanjikan. 

2.    Daya Tanggap (Responsiveness) 

Kemampuan atau keinginan para karyawan untuk membantu dan memberikan 

pelayanan yang dibutuhkan konsumen. 

3.    Jaminan (Assurance) 

 Berkaitan dengan pengetahuan, keramahan, kesopanan dan sifat dapat 

dipercaya dari pemberi jasa untuk menghilangkan sifat keragu-raguan 

konsumen dan merasa terbebas dari bahaya dan resiko atas jasa yang 

diterimanya. 

4.    Empati (Emphaty) 

 Berkaitan dengan sikap karyawan maupun perusahaan untuk perhatian dan 

memahami kebutuhan maupun kesulitan, komunikasi yang baik, perhatian 

pribadi, kemudahan dalam melakukan komunikasi. 

5.    Wujud Nyata (Tangibles) 

 Meliputi tersedianya fasilitas fisik, perlengkapan dan sarana komunikasi dan 

lain-lain yang dapat dan harus ada dalam proses jasa. 

       Menurut Rahayu (2010) dalam Wirenungan (2013) menetapkan bahwa salah 

satu langkah penting yang harus dilakukan pemerintah sebagai wujud nyata 
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kepedulian pada pentingnya kualitas pelayanan adalah memberikan pelayanan 

prima kepada wajib pajak dalam mengoptimalkan penerimaan negara. Tujuan 

pelayanan prima ini adalah: 

1.    Tercapainya tingkat kepatuhan sukarela wajib pajak yang tinggi. 

2.   Tercapainya tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang 

tinggi. 

3.    Tercapainya produktivitas aparat perpajakan.  

       Peningkatan kualitas pelayanan wajib pajak diharapkan dapat menimbulkan 

kepuasan kepada wajib pajak sebagai pelanggan sehingga mampu meningkatkan 

kepatuhan dalam bidang perpajakan. Paradigma baru yang menempatkan aparat 

pemerintah sebagai abdi negara dan masyarakat (wajib pajak) harus diutamakan 

agar meningkatkan kinerja publik. 

       Hasil penelitian Arum (2012) menyatakan bahwa pelayanan fiskus 

berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan 

penelitian Imam (2014) yang menunjukkan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh 

terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian Wirenungan (2013) 

yang menunjukkan bahwa pelayanan fiskus tidak memberikan pengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak. 

       Berdasarkan kajian teori serta tujuan dari penelitian ini, maka rumusan 

hipotesisnya adalah sebagai berikut. 

Ha3: Pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang 

pribadi. 
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2.7      Model Penelitian 

Berdasarkan uraian teori dan hasil penelitian terdahulu yang telah dijelaskan 

sebelumnya, maka dapat disusun suatu gambar kerangka skematis model 

penelitian “Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Pelayanan 

Fiskus, Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”, seperti yang 

ditunjukkan dalam gambar berikut: 

Gambar 2.1 

Model Penelitian 

 

 

  

 

Pelayanan Fiskus 

 (X3) 

Kesadaran Perpajakan 

(X1) 

Sanksi Perpajakan 
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Kepatuhan Wajib 

Pajak Orang 

Pribadi 

(Y) 
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